
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN

OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meringankan beban kehidupan rakyat dalam kondisi

perekonomian yang semakin sulit, dan setelah memperhatikan dengan

seksama berbagai keberatan, pandangan dan aspirasi sebagaimana

dikemukakan melalui fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat,

dipandang perlu meninjau kembali tingkat kenaikan Tarif Dasar Listrik

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan Presiden Nomor

70 Tahun 1998;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3317);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan

Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor

24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);

4. Peraturan …
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan

Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi

Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1994

Nomor 34);

5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1998 tentang Harga Jual

Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan

(PERSERO) PT. Perusahaan Listrik Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN HARGA JUAL

TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN

PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.

Pasal I

Mengubah tingkat kenaikan Tarif Dasar Listrik sebagaimana tercantum

dalam Lampiran III Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1998 yang

besarnya 20% (dua puluh persen) dari Tarif Dasar Listrik yang berlaku

sebelumnya, menjadi 18% (delapan belas persen) dari Tarif Dasar

Listrik yang berlaku sebelumnya.

Pasal II …
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Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Mei 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO


